
 

 

i 

 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK 

DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 

2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 

TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 

780/PID.SUS/PN.PLG) 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

Oleh : 

Ary Darmawan 

Nim.502015272 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK 

PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG 

NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR 780/PID.SUS/PN.PLG) 

 

Oleh: 

Ary Darmawan 

 

Salah satu dampak negatif dari keberadaan Undang-Undang ITE tersebut 

yaitu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi 

(dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte kelahiran, 

Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan lain-lain); dokumen 

niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek obligasi, 

kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain).  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui: Apa itu tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ? Apa yang 

menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen 

elektronik? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tindak 

pidana pemalsuan dokumen elektronik serta untuk mengetahui dasar 

pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana pemalsuan dokumen 

elektronik ? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif dengan 

pendekatan normatif . Metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sebab itu 

sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam peneltian ini, penulis ingin 

menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran 

yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah 

dirumuskan sebelumnya 

pemalusan dokumen elektronik adalah Setiap orang dengan sengaja dan 

tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, 

penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut 

dianggap seolah-olah data yang otentik. diatur dalam pasal 35 undang undang 

nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dalam undang undang  

19 tahun 2016 tentang ITE  dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar 

rupiah 

 

 

Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Dokumen Elektronik  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

          Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi 

informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi sini telah 

merabak diseluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara maju saja, namun negara 

berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi pada masyarakatnya 

masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang 

penting bagi kemajuan sebuah bangsa. 

           Berdasarkan pengamatan para pakar hukum dan politik, keberadaan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) mempunyai 2 (dua) dampak yaitu dampak positif dan 

dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif, misalnya memberikan 

peluang bagi semua orang untuk melakukan aktivitas bisnisnya melalui 

penyelenggaraan sistem elektronik dan sekaligus memberikan perlindungan 

hukum terhadap kegiatan bisnisnya (e-commerce), mengantisipasi kemungkinan 

penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum 

terhadap transaksi dan sistem elektronik, dan masih banyak manfaat lainnya. 

Selain dampak positif keberadaan Undang-Undang ITE, namun ada juga dampak 

negatifnya yaitu diantaranya penyalahgunaan internet seperti pembobolan situs 

situs tertentu milik pemerintah, pemalsuan dokumen, dan masih banyak lagi 

dampak negatifnya. 
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          Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang ditimbulkan 

oleh internet, Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR melalui proses 

pertimbangan pada tanggal 21 April 2008, maka diundangkanlah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam 

Pasal 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi 

dan transaksi elektonik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, 

kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
1
 

          Salah satu dampak negatif dari keberadaan Undang-Undang ITE tersebut 

yaitu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi 

(dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte kelahiran, 

Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan lain-lain); dokumen 

niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek, obligasi, 

kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain). Dokumen-dokumen lainnya yang dapat 
2
 

dipalsukan yaitu berupa Surat pengantar, Faktur, Bill of Lading, Blanko/Formulir, 

dan Letter of Credit. 

             Tindak pidana pemalsuan dokumen melalui media internet ini termasuk 

dalam kategori kejahatan maya (cybercrime), yang dapat dilakukan baik oleh 

seseorang (perorangan) maupun secara organisasi (terkoordinir). Cybercrime 

(kejahatan dunia maya) merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas 

kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau 

tempat terjadinya kejahatan. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, 

                                                 
       

1
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2013,  hlm.195. 

                  
2
 Alfi, “Kegunaan Dokumen”, dalam http://wati12.blogspot.co.id/2012/02/kegunaan-

dokumen.html, diunduh tanggal 27 april 2019 
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sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan 

teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Dalam 

pelaksanaannya, cybercrime memungkinkan adanya delik formil dan  delik 

materil. 
3
 

           Pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik ini umumnya berlangsung 

pada kontrak dagang elektronik (E-commerce). Menurut Julian Ding, bahwa “E-

Commerce as it is also known is a commercial transaction between a vendor and 

a purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of good, 

services or the acquisition or right”. Secara singkat dapat diterjemahkan, “E-

Commerce seperti yang juga dikenal adalah transaksi komersial antara penjual dan 

pembeli atau pihak dalam hubungan kontraktual yang sejenis untuk penyediaan 

baik jasa atau mengambil alih hak.” Kontrak ini dilakukan dengan media 

elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat didalam 

jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet. 

 Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat kelengkapan 

negara dalam menegakkan keadilan kini tidak bisa lagi tinggal diam. Pemerintah 

sudah bergerak dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Polri harus bergerak secara 

aktif untuk bertindak sebagai penegak keadilan dan aparat hukum didunia nyata 

dan juga dunia maya. Cyberpolice harus bergerak menjadi polisi yang mampu 

menangani kasus-kasus di dalam segala tindakan kriminal yang dilakukan di 

dunia maya. Beberapa kasus cybercrime yang pernah ditangani Polri adalah Cyber 

                                                 
                  

3
 Julian Ding, “E-commerce: Law and Practice”, (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 

2009), hlm 25 
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Smuggling, credit card forgery, dan Hacking Situs. Untuk itu, Undang-Undang 

ITE yang diberlakukan sejak April 2008 ini memang merupakan terobosan bagi 

dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia 

mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, 

Undang-Undang ITE ini juga dikenal sebagai Cyber Law. Sebagaimana layaknya 

Cyber Law di negara-negara lain, Undang-Undang ITE ini juga bersifat 

ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berdomisili di 

Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di 

luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di 

luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
4
 

Dalam kasus kejahatan teknologi, proses penegakan hukum tidak dapat 

begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi 

jika delik terhadap perbuatan kejahatan teknologi tersebut telah dapat dikenakan 

delik-delik konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat 

ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku 

kejahatan teknologi melalui jalur KUHP. Artinya Polri tetap menggunakan alat-

alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa. Minimalnya, kesalahan pelaku dapat terbukti dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini harus mampu 

membuktikan telah terjadinya suatu perbuatan dan membuktikan adanya akibat 

dari perbuatan kejahatan teknologi. Dalam kata lain, proses pembuktian terhadap 

tindak pidana pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik menjadi kendala 

                                                 
    

4
  Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) urgensi 

pengaturan dan celah hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 1 
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besar terutama kendala di bidang alat bukti dan/atau pembuktiannya karena di 

dalam Undang-Undang ITE belum diatur secara tegas mengenai hal tersebut.  

     Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul “ DASAR 

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA 

PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG 

NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (Studi Kasus Putusan Nomor 

780/Pid/Sus/2018/PN.PLG) 

B.  Permasalahan 

 Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apa yang dimaksud dengan  tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik 

dan dimana diaturnya kejahatan pemalsuan dokumen elektronik tersebut ?  

2. Apa yang menjadi dasar  pertimbangan hakim dalam memutusukan perkara 

kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam  putusan  

Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

 Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan 

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dan 

penelitian ini yang bersangkut paut dengan Dasar Pertimbangan Hakim terhadap 

Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Transaksi Informasi dan Elektronik dalam 

Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan 

yang jelas tentang: 

1. Kejahatan tindap pidana pemalsuan pemalsuan dokumen elektronik 

berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008  Jo undang-undang 

nomor 19 tahun 2016 tentang ITE  

2. Hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara 

kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam putusan 

nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG 

D. Definisi Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan 

diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang 

siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan 

penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini 

sebagai berikut : 

1. Dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang 

dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. 

Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal 

penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat 

dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. 

2. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu 
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tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah 

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, 

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, 

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana 

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak 

ketiga 

3. Tindak pidana pemalsuan dokumen adalah Suatu perbuatan yang bersifat 

mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, 

membuat data at pada sebuah program menjadi tidak terjangkau dengan 

tujuan kepentingan pribadi/kelompok. 

4. Dokumen elektronik adalah  informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: analog, digital, 

elektromagnetik, optial,atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elekronik. Jadi, genus 

proximum (genus terdekat) dari dokumen elekronik adalah informasi 

elektronik.  

5. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

KUHAP.  

6. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, 

masalah yang diujikan di pengadilan merupakan keadaan atau kondisi 

khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.  
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7. Undang-Undang ITE adalah  ketentuan yang berlaku untuk setiap orang 

yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar 

wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum 

Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan 

kepentingan Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab 

itu sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam peneltian ini, penulis ingin 

menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara 

penggambaran yang jelas untuk mendekati onjek penelitian maupun 

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang 

mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945; 

2)  
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3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP); 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP); 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

7) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi: 

1) Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian; 

2) Hasil penelitian dari para sarjana; 

3) Literatur dan hasil penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya 

diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan datapenelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang 

sangat penting dalam penulisan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data penelitian yaitu studi kepustakaan (library research). 

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat 

teoritis yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, 
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dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian 

serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

4. Teknik Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulan, 

diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan 

data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak 

tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut 

dikontribusikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir 

induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan 

konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus 

diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat 

menjawab permasalahan dalam penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan 

sistematika sebagai barikut: 

Bab I  Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan objek penelitian, yaitu pengertian analisis, tindak 

pidana, tindak pidana pemalsuan data dan undang undang informasi dan 

transaksi elektronik. 
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Bab III Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kejahatan pemalsuan 

dokumen elektronik dan pertimbangan hakim terhadap perkara tindak 

pidana pemalsuan dokumen elektronik dalam infromasi dan transaksi 

elektronik putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN.PLG. 

Bab IV Berisikan kesimpulan dan saran. 
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